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Sinergi Kantor Pertanahan 
dengan Kelompok Tani 

dalam Memberdayakan Petani 

(Studi di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah) 

Oleh: 
Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dan Tullus Subroto

A. Pendahuluan

Sebagaimana wilayah lainnya, Kabupaten Blora memiliki beberapa 
kelompok tani yang diorganisir oleh petani di tingkat desa. 
Kelompok tani dari beberapa desa selanjutnya mengorganisir diri 
dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di tingkat kecamatan. 
Organisasi petani ini berupaya memperjuangkan kepentingan men-
dasar petani, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian para 
anggotanya, dan berinteraksi dengan institusi yang ber kehendak 
membantu atau memberdayakan petani. Dalam konteks pertanahan 
dan berdasarkan kegiatan kelompok tani, maka terbuka peluang 
sinergi (synergy) antara kelompok tani dengan kantor pertanahan. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, 
“Bagaimana sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan 
kelompok tani dalam memberdayakan petani?”

Sebagaimana diketahui K.J. Veeger (1990) menyatakan, bahwa 
masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing ber-
pikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan 
sendiri, dan beralamat sendiri. Untuk lebih mengetahui konsepsi 
individu pada masyarakat perlu kiranya diperhatikan pendapat 
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John Dewey (1859-1952), yang mengungkapkan filasafat instrumen-
talisme. Filsafat ini menolak pemisahan antara teori (hasil peng-
amatan terhadap praktek) dengan praktek. Filsafat ini juga menolak 
anggapan adanya value free science (ilmu atau sains bebas nilai). 
Penolakan ini didasari pada kekhawatiran, bahwa sains semacam 
ini akan melucuti pengetahuan manusia dari ciri kemanusiaannya 
yaitu nilai-nilai kemanusiaan, meskipun diketahui bahwa value 
free science sendiri menolak anggapan bahwa pikiran manusia 
merupakan cerminan dari luar.

Menurut K.J. Veeger, manusia tidak secara pasif menerima saja 
pengetahuannya dari luar, tetapi secara aktif dan dinamis mem-
bentuk sendiri pengetahuan (pemikiran) dan perilakunya. 
Lingkungan hidup dan situasinya tidak mendeterminir (membatasi) 
dia, tetapi merupakan kondisi yang menjadi dasar bagi penentuan 
sikapnya. Dalam tataran teori tindakan diketahui, bahwa pemikiran 
John Dewey yang menggarisbawahi kesatuan antara berpikir 
dengan bertindak, telah mempengaruhi George Herbert Mead 
(1963-1931), sehingga dapat “melihat” bahwa pikiran (mind) dan 
kedirian (self) merupakan dasar dari perilaku manusia, khususnya 
ketika berinteraksi dengan orang lain.

David Jary dan Julia Jary menjelaskan bahwa Mead dipengaruhi 
oleh John Dewey dan Charles Horton Cooley. Sedangkan K.J. 
Veeger menyatakan bahwa Mead menaruh perhatian pada upaya 
manusia mengenakan arti pada dunianya. Sementara itu, Nicholas 
Abercrombie dan kawan-kawan menyatakan bahwa Mead menaruh 
perhatian pada kehidupan sosial, yang menurut Mead ditentukan 
oleh kemampuan manusia membayangkan dirinya pada peran 
sosial orang lain, dan kemampuan manusia yang bersangkutan 
berdiskusi secara internal dengan dirinya sendiri. Akhirnya Herbert 
Blumer (dalam Poloma, 1994:261) berhasil memahami konsepsi 
yang ada pada pemikiran Mead, dan mengemasnya dalam teori 
sosiologi yang disebut Teori Interaksionisme Simbolik. Teori ini 
menyatakan, bahwa: Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar-
kan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna 
tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain 
dan disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Dengan memanfaatkan Teori Interaksionisme Simbolik, sinergi 
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam 
memberdayakan petani dapat diamati dalam beberapa segmen, 
sebagai berikut: Pertama, makna sinergi bagi Kantor Pertanahan 
Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. 
Kedua, proses pembentukan makna sinergi oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. 
Ketiga, interaksi antara Pertanahan Kabupaten Blora dengan 
kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. Keempat, proses 
penyempurna an makna sinergi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora.

Ketika saling menyempurnakan makna, maka akan terbuka 
peluang terjadinya benturan antara hukum negara (berdasarkan 
per aturan perundang-undangan yang berlaku) dengan hukum lokal 
(berdasarkan tradisi, norma, dan ketentuan setempat). Tentang hal 
ini Julius Sembiring (2012:83) menjelaskan, bahwa ketika hukum 
negara berbenturan dengan hukum lokal, maka akan terjadi 
dinamika eksternal hukum. Sementara itu, ketika terjadi benturan 
antar berbagai aturan sektoral, maka akan terjadi dinamika internal 
hukum. Dengan demikian sebagai sebuah konsepsi sosial, maka 
hukum bersifat dinamis, sehingga penyempurnaan makna suatu 
konsep layak dilakukan secara terus menerus.

Interaksi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok 
tani yang ada di Kabupaten Blora, juga dapat didekati dengan 
mengamati pertemuan keduanya pada simpul agribisnis, meskipun 
dalam ukuran yang relatif kecil. Konsep agribisnis memanfaatkan 
teknologi yang bercirikan, mampu: (1) meningkatkan efisiensi dan 
cost effectiveness produksi melalui teknologi inovatif, (2) menekan 
biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk, (3) menghasilkan 
produk primer berkualitas tinggi dengan standar harga pasar yang 
baik, (4) mengurangi kehilangan hasil pada saat pra panen dan 
pasca panen, (5) mengolah by-product menjadi produk bernilai 
tambah, (6) mempertahankan produktivitas dan kualitas produksi, 
serta suplai produk ke pasar secara berkesinambungan, dan (7) 
mampu memperbaiki kualitas kemasan untuk transportasi (lihat 
Budianto, 2002).
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Ketika sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan 
kelompok tani di Kabupaten Blora sedang dilakukan, maka per-
hatian terutama harus ditujukan pada upaya mensejahterakan 
petani miskin. Ashley dan Carney (1999) menjelaskan, bahwa petani 
miskin di pedesaan mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk 
meningkatkan pendapatannya, di mana hal ini tergantung pada 
keadaan sistem pertanian yang berkembang di wilayahnya. Oleh 
karena itu, Berdeque dan Escobar (2002) menyatakan, bahwa 
program yang disusun untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan 
harus didasarkan potensi sumber daya di masing-masing lokasi, 
dengan melihat hubungan langsung ataupun tidak langsung yang 
mempengaruhi produktivitas pertanian.

Dengan demikian sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten 
Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora dapat men-
jangkau kesejahteraan petani dengan tetap mempertimbangkan 
ekosistem. Hal ini akan mendukung tercapainya suatu sistem usaha 
tani produktif yang berkelanjutan, yang bercirikan penggunaan 
input luar yang rendah. Sistem usaha tani ini juga sejalan dengan 
konsep diversifikasi horizontal dalam upaya peningkatan pen-
dapatan rumah tangga tani, yaitu mengembangkan komoditas 
unggulan sebagai core of business, serta mengembangkan usaha 
tani komoditas lainnya sebagai penyangga. Semua ini dimaksudkan 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, modal, 
dan tenaga kerja keluarga, serta memperkecil terjadinya resiko 
kegagalan usaha (Lihat Sarjana, 2001). Diversifikasi usaha tani 
tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan lingkungan 
sehingga tidak terjadi degradasi tanah (lihat Orgendo, 1998). Hal 
ini penting, karena menurut Rusdi (2012:58), bagi seorang petani, 
tanah merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena 
tanah dapat digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup-
nya. Sementara itu, Padmo (2000:20) menyatakan, bahwa sawah 
bagi seorang petani merupakan sesuatu yang membahagiakan, 
karena selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga memberi 
kesempatan pada pemiliknya untuk terlibat dalam pengambil 
keputusan pada kegiatan di desa.

Arifin (2012:208) menambahkan, bahwa wacana pemikiran 
yang berkembang dalam kehidupan keluarga petani di desa, ter-
cermin dalam dialog sehari-hari mereka, tentang hubungan manusia 
dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam hidup ini ada keadaan 
tertentu di mana manusia harus tunduk serta patuh pada lingkungan 
alam sekitarnya, dan dalam kondisi tertentu harus mampu menye-
laras kan dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya.

Pada penelitian “Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok 
Tani dalam Memberdayakan Petani (Studi Di Kabupaten Blora 
Provinsi Jawa Tengah)” ini, peneliti menggunakan Metode Kualitatif 
Rasionalistik. Secara keseluruhan ada 11 (sebelas) orang informan 
dalam penelitian ini, walaupun secara metodologis (kualitatif) 
jumlah informan tidaklah ditentukan secara rigid, karena bersifat 
situasional dan kondisional. Informan dipilih dengan teknik pen-
jaringan informan yang dilakukan secara purposive, agar dapat 
diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 
2007:224). Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari 
data primer dan data sekunder. Metode Kualitatif Rasionalisitik 
yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis 
data, yang dilakukan secara kualitatif.

B. Makna Sinergi Bagi Para Pihak

Banyak pihak yang memberi makna sinergi antara Kantor Per-
tanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam pelaksanaan 
SMS di Desa Sendangharjo. Makna (mean) adalah arti dari suatu 
kata, tanda, atau tindakan yang berhasil ditangkap, di fahami atau 
dimengerti oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Masing-
masing pihak memberi makna atas sinergi tersebut berdasarkan 
persepsi, yang dikaitkan dengan kontribusi masing-masing dalam 
sinergi tersebut, yang antara lain sebagai berikut: Pertama, Kantor 
Pertanahan Kabupaten Blora memberi makna sinergi tersebut 
sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora 
kepada masyarakat, termasuk kepada petani. Sinergi mewujud 
dalam pelaksanaan SMS (Sertipikasi Massal Swadaya) di Desa 
Sendangharjo, yang merupakan bentuk kerjasama antara Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam member-
daya kan petani, dengan memberi jaminan kepastian hukum atas 
tanah yang dimiliki oleh petani. Tokoh penting di balik kerjasama 
ini adalah Sri Suharyanto, yang menjabat sebagai Kepala Desa 
Sendangharjo. Sri Suharyanto memainkan peran penting, ketika 
mem bentuk panitia desa dalam pelaksanaan SMS di Desa 
Sendangharjo.

Kedua, Pemerintah Desa Sendangharjo memberi makna sinergi 
tersebut sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo 
kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Berkaitan 
dengan hal ini, Sri Suharyanto (Kepala Desa Sendangharjo) men-
jelaskan, bahwa masyarakat Desa Sendangharjo senang dengan 
adanya SMS, karena sertipikatnya akan digunakan untuk mendapat-
kan kredit di bank untuk modal usaha perdagangan ataupun per-
tanian.

Ketiga, Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa 
Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk 
pelayanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa 
Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa 
ini. Berkaitan dengan hal ini, Wiwik Suhendro menyatakan, bahwa 
SMS berguna buat petani, karena berarti tanahnya sudah aman, 
karena tanah itu harta petani satu-satunya. Ia juga menambahkan, 
bahwa petani juga bisa dapat kredit dari bank dengan menjadikan 
tanahnya yang telah bersertipikat sebagai jaminan, yang nantinya 
kredit tersebut digunakan untuk membeli kambing. Sebagaimana 
diketahui Wiwik Suhendro adalah Kepala Dukuh Pilangrejo, Desa 
Sendangharjo. Ia juga merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani 
“Sidorahayu”, yang diberi amanat sebagai Sekretaris Panitia Desa 
untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo.

Keempat, Kelompok Tani memberi makna sinergi tersebut 
sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan petani 
Desa Sendangharjo. Sebagaimana diketahui pelaksanaan SMS di 
Desa Sendangharjo diperuntukkan bagi anggota Kelompok Tani 
yang ada di Desa Sendangharjo, yang terdiri dari: (1) Kelompok 
Tani “Tirta Mukti” di Dukuh Medang, (2) Kelompok Tani “Tirta 
Jaya” di Dukuh Sendang, (3) Kelompok Tani “Tirta Makmur” di 

Dukuh Polaman, (4) Kelompok Tani “Sido Makmur” di Dukuh 
Kedawung, serta (5) Kelompok Tani “Sidorahayu” dan Kelompok 
Tani “Sidorukun” di Dukuh Pilangrejo.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Blora memberi makna sinergi 
ter sebut sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor 
Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten 
Blora. Pentingnya SMS ditandai oleh kesediaan Bupati Blora untuk 
menyerahkan secara simbolis sertipikat hak atas tanah yang di-
proses melalui pelaksanaan SMS pada tanggal 14 Mei 2013. Walau-
pun kemudian, karena ada tugas lain yang tak dapat ditinggalkan, 
Bupati Blora gagal melaksanakan kesediaannya itu.

Keenam, petani Desa Sendangharjo memberi makna sinergi 
tersebut sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan yang 
bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Makna ini nampak 
dalam penjelasan Rochim (petani Dukuh Pilangrejo) yang ber-
partisipasi dalam kegiatan SMS, sebagai berikut: Ia mengerti bahwa 
kegiatan SMS ini bermanfaat buat petani. Pada awalnya ia percaya 
tentang manfaat pelaksanaan SMS, karena disampaikan oleh orang 
yang ia percaya, yaitu Wiwik Suhendro yang merupakan Ketua 
Kelompok Tani “Sidorahayu”, di mana Rochim adalah anggotanya. 
Rochim berharap agar sertipikat hak atas tanah atas nama istrinya 
ini dapat cepat selesai, karena ia akan mengambil kredit di bank 
untuk membeli kambing.

C. Interaksi Dalam Sinergi

Ada beberapa pihak yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan 
SMS di Desa Sendangharjo, yang kemudian “dibaca” sebagai sinergi 
antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani 
dalam memberdayakan petani. Beberapa pihak yang saling ber-
interaksi ini selanjutnya mengubah makna sinergi yang sebelumnya 
telah dibangun. Tepatnya, sinergi antara Kantor Pertanahan 
Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan 
petani, yang telah dimaknai oleh para pihak, kemudian disempurna-
kan maknanya seiring dengan berlangsungnya interaksi mereka. 
Makna dibangun sebagai persepsi atas sinergi tersebut dalam 
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konteks kontribusi masing-masing pihak, sebagai berikut: Pertama, 
pada awalnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memaknai 
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Blora kepada masyarakat, termasuk kepada petani. 
Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak 
yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Blora dimaknai, sebagai suatu keharusan 
bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, untuk bertindak (ber-
kegiatan) memberdayakan masyarakat termasuk petani.

Kedua, pada awalnya Pemerintah Desa Sendangharjo memaknai 
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa 
Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa 
ini. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para 
pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh 
Pemerintah Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk tanggung-
jawab Pemerintah Desa Sendangharjo dalam membantu masyarakat, 
terutama petani di desa ini.

Dalam membantu masyarakat, jajaran Pemerintah Desa 
Sendangharjo diperkuat oleh perangkat desa yang berjumlah 13 
orang, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan 
(sebanyak lima orang), kepala dukuh (sebanyak empat orang), serta 
modin (kepala urusan agama Islam) dan kebayan (kepala urusan 
sosial) yang masing-masing berjumlah satu orang. Sementara itu, 
Kepala Desa Sendangharjo bertugas: (1) menyelenggarakan peme-
rintahan desa, (2) membina kehidupan masyarakat, (3) membina 
perekonomian desa, (4) memelihara ketentraman dan ketertiban 
masyarakat, (5)mendamaikan perselisihan masyarakat, (6) 
mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, (7) mengajukan 
rancangan peraturan desa dan bersama dengan BPD (Badan 
Perwakilan Desa) menetapkan peraturan desa, dan (8) menjaga 
kelestarian adat istiadat yang hidup dan tumbuh berkembang di 
desa.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat 
Desa Sendangharjo untuk menyebut jabatan tertentu perangkat 
desa, misal: (1) sekretaris desa biasa disebut “carik”, yang tugasnya 
menyelenggarakan administrasi desa, dan memberikan pelayanan 

administrasi desa; (2) kepala dukuh biasa disebut “kamituwo”, 
yang tugasnya membantu kepala desa di wilayah dukuhnya; (3) 
kebayan yang bertugas melaksanakan kegiatan sosial di wilayah 
dukuh yang menjadi tanggung-jawabnya. Selain itu juga ada kepala 
urusan yang bertugas menyelenggarakan administrasi desa sesuai 
dengan bidang tugasnya.

Sebagai penghargaan atas kinerjanya, perangkat desa memper-
oleh tanah bengkok yang luasnya bervariasi, dari yang paling rendah 
yaitu yang dikelola oleh Sutrisno (Kebayan) seluas 0,5 Ha, sampai 
yang paling tinggi yaitu yang dikelola oleh Sri Suharyanto (Kepala 
Desa Sendangharjo) seluas 8,81 Ha. Khusus bagi Sekretaris Desa 
Sendangharjo, karena sudah pegawai negeri tidak dapat bengkok. 
Sementara itu para kepala urusan bengkoknya bervariasi antara 
1,07 ha-1,92 Ha. Sedangkan kepala dukuh bengkoknya bervariasi 
antara 2,36 Ha-2,82 Ha.

Ketiga, pada awalnya Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di 
Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pe-
layanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo 
kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Selanjutnya, 
seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi 
dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Panitia Desa untuk 
pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk 
ikhtiar Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo 
dalam membantu masyarakat, terutama petani di desa ini.

Keempat, pada awalnya kelompok tani memaknai sinergi ter-
sebut, sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan 
petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya, seiring dengan berlangsung-
nya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi 
tersebut oleh kelompok tani dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar 
kelompok tani bagi tercapainya kepentingan kelompok tani, yaitu 
meningkatnya kesejahteraan petani yang menjadi anggotanya.

Ketika pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo me-
libat kan kelompok tani, sehingga kelompok tani dapat ber kontribusi 
bagi ikhtiar memberi jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah 
yang dimiliki petani, maka hal berbeda terjadi di Desa Mojorembun. 
Djauhari (Sekretaris Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, 
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Kabupaten Blora) menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan SMS di 
Desa Mojorembun didanai dan dikelola oleh PT. Multi Artha dengan 
biaya per bidang bervariasi antara Rp. 1-2 juta. Setelah sertipikat 
hak atas tanah terbit warga membayar biaya sertipikasi ke PT.Multi 
Artha dengan cara mengangsur sebanyak 12 kali dengan bunga flat. 
Peserta SMS sebanyak 117 bidang tanah, yang pada awalnya dilaku-
kan sosialisasi kepada warga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Blora, Pemerintah Desa Mojorembun, dan PT.Multi Artha.

Selanjutnya, Pemerintah Desa Mojorembun membentuk Panitia 
Desa yang terdiri dari: (1) Ketua: Kepala Desa Mojorembun; (2) 
Sekretaris: Sekretaris Desa Mojorembun; dan (3) Anggota: empat 
orang kepala dukuh. Sementara itu, peserta kegiatan SMS adalah 
warga Desa Mojorembun, dengan tidak memperdulikan anggota 
kelompok tani atau bukan anggota kelompok tani. Pada Juni 2011, 
warga desa yang tertarik untuk ikut-serta dalam kegiatan SMS 
mendaftarkan diri. Seluruh peserta SMS ini kemudian disortir oleh 
Panitia Desa, hingga lolos 117 bidang tanah. Pembuatan akta 
dilakukan oleh PT. Multi Artha dengan berkoordinasi dengan Camat 
Kradenan, tetapi aktanya dibuat PPAT (Notaris) yang ditunjuk oleh 
PT. Multi Artha.

Pada Nopember 2011, berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan 
oleh PT. Multi Artha. Kemudian, pada Desember 2011 dilakukan 
pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten 
Blora. Saat pengukuran petugas ukur didampingi oleh kepala dukuh 
setempat sebagai anggota Panitia Desa, sedangkan penunjukan 
batas dilakukan oleh pemilik tanah dengan disaksikan tetangga 
yang bersebelahan. Tetapi, karena ada perbedaan luas hasil ukur 
dengan luas yang tercantum di akta, maka dilakukan renvoi oleh 
PPAT (Notaris) yang bersangkutan.

Sertipikat hak atas tanah telah terbit dan telah diserahkan pada 
warga peserta SMS pada Juni 2012. Pendanaan dan pengelolaan 
pelaksanaan kegiatan SMS oleh PT. Multi Artha dianggap berhasil 
oleh masyarakat, bila dibandingkan dengan beberapa tahun 
sebelum nya, di mana sertipkasi tanah didanai oleh BKK (Badan 
Kredit Kecamatan) Blora, tetapi setiap empat bulan ada pembaruan 
administrasi, sehingga merepotkan warga. Sebagaimana diketahui, 

usaha tani yang dominan di Desa Mojorembun adalah padi dan 
palawija (jagung). Meskipun begitu, di desa ini juga ada tembakau, 
semangka, melon, lombok (cabai). Segenap komoditi pertanian ini 
dikelola oleh para petani yang diorganisir oleh 7 kelompok tani yang 
ada di Desa Mojorembun. Sementara itu, berkaitan dengan bidang 
tanah, diketahui bahwa di Desa Mojorembun terdapat 2.322 bidang 
tanah.

Kelima, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Blora memaknai 
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor 
Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten 
Blora. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para 
pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh 
Pemerintah Kabupaten Blora dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar 
Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, 
yang sesungguhnya juga masuk dalam program kerja Pemerintah 
Kabupaten Blora.

Keenam, pada awalnya petani Desa Sendangharjo memaknai 
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan 
yang bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya, 
seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi 
dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh petani Desa Sendangharjo 
dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar petani Desa Sendangharjo dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kesejahteraan.

D. Penutup

Sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani 
dalam memberdayakan petani, nampak dalam pelaksanaan 
kegiatan SMS di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten 
Blora. Kegiatan ini terselenggara atas peran yang dijalankan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di 
Desa Sendangharjo. Namun demikian tidak dapat dikesampingkan 
adanya peran pendukung yang dijalankan oleh pihak-pihak lain 
yang terkait, seperti Pemerintah Desa Sendangharjo, Panitia Desa 
Untuk Pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, Pemerintah 
Kabupaten Blora, dan petani Desa Sendangharjo. Pada awalnya 
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pihak-pihak ini memiliki makna bahwa sinergi yang terjadi me-
rupa kan bentuk kewajiban semata. Namun seiring dengan ber-
langsung nya interaksi para pihak, ternyata pihak-pihak ini melaku-
kan penyempurnaan makna, sehingga sinergi justru dimaknai 
sebagai kepentingan para pihak untuk memberdayakan petani.
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